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ABSTRAK

Ariigah  nurul waliyah.04020190476.” Tinjauan perlindungan hukum
terhadap konsumen yang dirugikan karena ketidaksesuaian produk dalam
transaksi jual beli online”. Dibimbingan Anggreany Arief sebagai ketua
pembimbing dan Asriati sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan perlindungan hukum
terhadap konsumen yang dirugikan karena ketidaksesuaian produk dalam
transaksi jual beli online.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang
digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data, kepustakaan
(library research). Analisis data yakni seluruh data yang diperoleh dari
bahan hukum primer, sekunder dan tersier, penulis selanjutnya
menganalisis dan mengkalisifikasikan untuk menghasailkan kesimpulan
data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun,logis dan
tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data
dananalisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan masih lemah perlindungan hukum bagi
konsumen terhadap hak-haknya sebagaimana diatur oleh UUPK.
Sejatinya UUPK telah menetapkan hak-hak konsumen yang harus
dilindungi. Namun dalam praktek hak- hak tersebut tidak dapat
dipertahankan dan dituntut secara hukum. Penerapan tanggung jawab
produk pun masih diabaikan oleh pelaku usaha dalam menangani keluhan
kerugian yang dialami konsumen. Pelaku usaha terkesan lepas tangan
dalam penyelesaian masalahnya, sehingga konsumen semakin dirugikan.

Rekomendasi penelitian, Bagi pelaku usaha diharapkan selalu
memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen agar tidak ada salah
satu pihak yang merasa kecewa dan dirugikan serta pelaku usaha harus
wajib memberikan jaminan garansi purna jual sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Hak Ganti Rugi, Tanggung-
jawab Produsen
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi di zaman sekarang kemajuan teknologi,
semakin meningkat termasuk di dalam kegiatan jual beli, kegiatan jual
beli adalah kegiatan yang umumnya dilakukan oleh masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Pada awal mulanya, kegiatan jual beli
dilakukan secara tatap muka dengan bertemunya penjual dan pembeli
untuk melakukan suatu negosiasi, agar mencapai tujuan bersama.
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih
membuat sistem jual beli juga semakin berkembang, yaitu dengan
banyaknya sistem yang disajikan oleh pelaku usaha salah satunya
seperti jual beli online. Perubahan cara berbelanja manusia dalam
kebutuhan pangan maupun sandang sudah semakin berubah.

Era modern ini yaitu ketika internet dikenal sebagai media yang
murah, mudah, canggih dan cepat, jual beli barang tidak lagi secara
konvensional saja tetapi sudah mulai dengan cara baru yaitu dengan
jual beli online, yaitu jual beli dimana penjual tidak perlu bertatap muka
dengan pembeli secara langsung dalam satu tempat akan tetapi
memperdagangkan barangnya dengan suatu iklan sebagai penawaran
yang dipajang di suatu media website atau platform tertentu sebagai

tempat berjualan.



Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu
pihak membawa dampak positif, antara lain, dapat disebutkan
tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang
lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam
pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi, di lain pihak terdapat dampak
negative, yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta
perilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang
memengaruhi masyarakat konsumen.'

Pengertian Jual Beli menurut KUH Perdata Bab 5 Jual Beli Pasal
1457 pengertian dari jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu
barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikanz.
Kegiatan jual beli. Berdasarkan Pasal 1458 BW sudah ditegaskan
bahwa Perjanjian Jual Beli lahir sejak para pihak sepakat tentang
benda dan harganya.® Lahirnya Perjanjian Jual Beli belum membawa
serta berpindahnya hak milik benda sebagai tujuan akhir Perjanjian
Jual Beli, hanya saja dalam tahapan ini lahirlah perikatan antara
penjual dan pembeli sesuai aturan yang ada dalam pasal 1233 BW. *

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs

yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin

Sari, C. A. (Juli 2015). Perilaku Berbelanja Online Di Kalangan Mahasiswi Antropologi
Universitas Airlangga. 210.

Siregar (2017) Journal Of Islamic Economics Lariba. Vol.3, him32

Pasal 1458 BW (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia KUHPerdata Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata) Buku Ill Perikatan — Bab V Jual beli

Pasal 1233 BW



baik dan beragam, Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam
sistem jual beli online produk yang ditawarkan hanya berupa
penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin
kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk
mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah
sesuai atau tidak.

Belanja online itu sendiri tanpa disadari dapat menjadi candu bagi
para pembeli yang sekali merasa terlayani dengan baik ataupun puas
dalam bertransaksi, sehingga kemudian melakukan lagi transaksi-
transaksi serupa lainnya di situs yang sama. Tidak jarang diantara
pembeli memiliki rasa keingintahuan untuk mengakses situs belanja
online lainnya. Trust atau rasa saling percaya sebenarnya adalah kunci
utama dari sebuah transaksi online. Kepercayaan tersebutlah yang
menyampingkan pola tradisional untuk saling berinteraksi dengan cara
bertatap muka. seseorang tidak akan mengetahui bahwa rasa percaya
tersebut tercederai sampai pada suatu ketika yang bersangkutan
mengalami permasalahan pribadi dari sebuah transaksi online. Tidak
kalah tragisnya adalah manakala mereka mengetahui tentang masalah
bagaimana penegakan hukum di Indonesia terhadap kasus-kasus
penipuan atau perkara hukum belanja online ini yang tidak berpihak

kepada pembeli. °

° Putri patricia Angelina juned saerang , Theodorus H.W. Lumenon butje tampi ( Journal

pertanggung jawaban pemilik online shop atas kerugian konsumen akibat kerusakan
barang )



Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan
mengingat bahwa dalam kenyataannya pada umumnya konsumen
selalu berada dipihak yang dirugikan.6 Seperti banyak kasus-kasus
yang terjadi pada saat ini ketika melakukan belanja online, banyak
konsumen yang mengalami kerugian atas produk yang dibeli tidak
sesuai dengan pesanan atau ekspektasi konsumen yang
menyebabkan kerugian, baik materiil maupun moril bagi konsumen.
Sebagaimana diterangkan dalam Surah An-nisa’ (4) ayat 29:
&0l 5 G 5580 G386 O V) Jllly & a0 5a0 15K ) sl (@il
s ) & 8 ) {1 Rl 158 v 5
Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah
orang per orang, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan
masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah
konsumen. Maka dari itu, melindungi konsumen adalah melindungi
semua orang. Karena itu, persoalan perlindungan hukum kepada

konsumen adalah masalah hukum nasional juga. Dengan demikian, X

6 Sari, C. A. (Juli 2015).loc, cit.



Seperti yang terjadi di Makassar, 13 Juli 2022, Mia mengaku
kecewa dan merasa tertipu oleh salah satu E-Commerce atau
perusahaan belanja online. Dia menjelaskan paket yang diterima
bertuliskan detail dengan pesanan, tapi ketika dia membukanya, isi
paket tersebut tidak sesuai. Diketahui Mia memesan baju di salah satu
online shop dengan harga Rp.350.000,00 pada tanggal 10 Juli 2022,
namun barang yang datang adalah baju merek lain dan ukuran size
yang berbeda dari pesanan. Hal ini tentunya berbeda dari apa yang
diharapkan oleh seorang costumer. Bahkan Mia mengaku telah
mengajukan keberatan kepada pihak produsen tapi hingga saat ini
belum ada respon dari pelaku usaha. Hal ini sepantasnya menjadi
pelajaran bagi penjual transaksi online tersebut agar tidak berulang-
ulang, karena merupakan suatu hal yang fatal. Terutama ketika barang
yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang dipesan.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk
menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada
konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-
hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum,
istilah ini masih relative baru, khususnya di Indonesia, sedangkan di
negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan

berkembangnya industri dan teknologi.

" sari, C. A. (Juli 2015). loc, cit



Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli
barang dan/atau jasa secara normative sudah jelas diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen. Begitu pun halnya dengan kepastian hukum
terselenggaranya transaksi elektronik secara aman dan bertanggung
jawab secara normatif sudah jelas diatur dalam Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada
kenyataannya, kedua peraturan perundang-undangan tersebut
cenderung abaikan oleh pihak penjual yang berusaha memaksimalkan
keuntungan dengan melupakan kewajiban dasar hukumnya.8

Sebagai upaya terselenggaranya kegiatan berdagang yang sesuai
etika dan norma maka dibutuhkan suatu cara untuk melindungi hak
para pihak, karena dengan bebas mudahnya akses internet
dikhawatirkan terjadi ketidaksesuaian antara dunia maya dan realita.
Maka  perlindungan hukum terhadap konsumen keberadaannya
sangat penting demi meminimalisir adanya ketidakpuasan konsumen
karena timbulnya kerugian.® Untuk menghindari kemungkinan adanya
produk yang cacat atau berbahaya, maka perlu ditetapkan standar

minimal yang harus dipedomani dalam berproduksi untuk

8

Ita susanti, Tinjauan vyuridis terhadap perlindungan konsumen belanja online
berdasarkan UU NO.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juncto UU NO. 11

Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ( Maret 2017 ) him 21.

° Ibid, him. 91.



menghasilkan produk yang layak dan aman untuk dipakai. Usaha inilah
yang disebut dengan standardisasi.™

Dengan demikian, standardisasi berfungsi membantu
menjembatani kepentingan konsumen dan produsen-pelaku usaha
dengan menetapkan standar produk yang tepat yang dapat memenuhi
kepentingan dan mencerminkan aspirasi kedua belah pihak. Dengan
adanya standardisasi produk ini akan memberi manfaat yang optimum
pada konsumen dan produsen, tanpa mengurangi hak milik dari
konsumen'".

Oleh karena itu, seorang penjual wajib memberikan informasi
secara benar dan jujur kepada pembeli atau konsumen atas produk
yang ditawarkannya. Penjual juga harus menawarkan produk yang
diperkenankan oleh Undang-Undang, maksudnya barang yang
ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, tidak rusak, ataupun mengandung
cacat tersembunyi sehingga barang yang ditawarkan adalah barang
yang layak untuk diperjualbelikan®. Untuk mengetahui kapan suatu
produk mengalami cacat, dapat dibedakan atas tiga kemungkinan,
yaitu kesalahan produksi, cacat desain, dan informasi yang tidak
memadai. Informasi yang tidak memadai ini berhubungan dengan
pemasaran suatu produk, di mana keamanan suatu produk ditentukan

oleh informasi yang diberikan kepada pemakai yang berupa pemberian

"% sari, C. A. (Juli 2015). loc, cit
" Ibid., hh. 82-83.
2 Jta susanti, loc, cit



label produk, cara penggunaan, peringatan atas risiko tertentu atau hal
lainnya, sehingga produsen pembuat dan penyuplai dapat memberikan
jaminan bahwa produk-produk mereka itu dapat dipergunakan
sebagaimana  dimaksudkan, produsen berkewajiban untuk
memerhatikan keamanan produknya. Hal ini tidak berakhir hanya
sampai pada penempatan produk dalam sirkulasi.™

Untuk dapat memperoleh manfaat dan keuntungan itu secara
maksimal, maka di satu pihak diperlukan kejujuran produsen-pelaku
usaha untuk sungguh-sungguh menaati peraturan standardisasi yang
sudah ditetapkan dan dipihak lain aparat pemerintah perlu aktif
membina dan mengawasi pelaksanaan standardisasi itu sehingga
diterapkan dengan baik dan benar. “Karena sudah saatnya konsumen
lebih diperhatikan kepentingannya supaya tidak selalu berada di pihak
yang dirugikan.

Pertanggungjawaban pemilik online shop atas ketidak
sesuaiannya barang yang dibeli, konsumen harus mendapatkan hak
ganti rugi sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan
Konsumen) Hak konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen
yaitu, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi

serta jaminan yang dijanjikan.

3 gari, C. A. (Juli 2015). loc, cit.
" Sari, C. A. (Juli 2015). loc, cit
15 Sari, C. A. (Juli 2015). loc, cit



Dari latar belakang di atas, karena maraknya kasus tersebut,
adapun "®hal itu yang melatar belakangi penulis memilih judul ini yaitu
“TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
YANG DIRUGIKAN KARENA KETIDAKSESUAIAN PRODUK
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE”

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen
yang dirugikan karena ketidaksesuaian produk dalam transaksi jual
beli online?

2. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh
atas kerugian yang dialami konsumen dalam melakukan transaksi
jual beli online?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum
terhadap konsumen yang dirugikan karena ketidaksesuaian produk
dalam transaksi jual beli online.

2. Untuk mengetahui dan menganalis upaya penyelesaian sengketa

yang dapat ditempuh atas kerugian yang dialami konsumen dalam

melakukan transaksi jual beli online

'® Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen



D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
kegunaan penelitian ini yaitu secara segi teoritis dan segi praktis
1. Segi Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan
wawasan dan pemahaman kepada pembaca terkait dampak
apa saja yang mempengaruhi hak konsumen atas jual beli
online
b. Sebagai sumbangan kepada masyarakat jika ingin mencari
referensi tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia
2. Segi Teoretis
Penelitian ini bertujuan sebagai sumbangsi kepada fakultas hukum
Universitas Muslim Indonesia untuk memberikan bahan pemikiran
tentang hak ganti rugi jika barang online shop (olshop) tidak sesuai

foto.
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perlindungan Konsumen

1.

Pengertian Perlindungan Konsumen
Sebelum masuk dalam substansi terkait ketentuan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, ada baiknya kita mengenali dulu
terkait beberapa istilah yang tidak asing dari konsumen. Konsumen
yang diperbincangkan dalam hal ini ialah setiap pengguna barang
atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga,
dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau
memperdagangkannya kembali, adanya transaksi konsumen yang
mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan pemilikan atau
penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau
penyelenggara jasa kepada konsumen.'’

Hak-Hak Konsumen

Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya;

a. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan

b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

7 Az Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, him. 37.
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c. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
dil.

3. Kewajiban Konsumen
Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK
diantaranya ;

a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan

b. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak
sesuai dengan perjanijian, dll

4. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Lebih tegas lagi Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha untuk
memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji
yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi
penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal
tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima
dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang
merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam

memperdagangkan barang.
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Maka konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UUPK berhak
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu
sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UU PK berkewajiban memberi
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.  Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan
kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62
UUPK, yang berbunyi :'®

“‘Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2),
Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat
(2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00

(dua milyar rupiah).”

B. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Online
1. Pengertian Tentang Transaksi Online Shop
Menurut Pasal 65 Ayat 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 Tentang Perdagangan yaitu setiap pelaku usaha yang

memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan

'® pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi
secara lengkap dan benar. " Transaksi online adalah kegiatan
dimana penjual dan pembeli yang telah difasilitasi pembayarannya
oleh penyedia layanan pembayaran, yang biasa juga disebut
dengan payment gateaway, agar mempermudah pembeli dalam
melakukan pembayaran secara online.

Arti online shop tersebut adalah sebuah toko online belanja
yang menyediakan segala macam kebutuhan konsumen, dari
beragam macam bentuk dan varian yang berbeda-beda, maka dari
itu, berbelanja online menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi
masyarakat dizaman sekarang dengan fasilitas yang sangat
memudahkan untuk seluruh konsumen. Pentingnya untuk seorang
produsen untuk memaparkan produk yang ia jual dengan info yang
jelas dan benar agar menarik perhatian konsumen.

Karena, sering kali konsumen ditipu oleh produsen dengan
menawarkan barang yang tidak sesuai dengan fotonya, faktor ini
yang menyebabkan timbulnya rasa tidak kepercayaan konsumen
dalam melakukan belanja online, hal seperti inilah yang membuat
konsumen ragu dan takut untuk berbelanja di online shop.

Proses transaksi jual beli yang ada di online shop dilakukan

dengan memberikan berbagai syarat kepada calon konsumen. Di

"9 pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
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antaranya adalah memberikan syarat kepada calon konsumen
untuk registrasi sebagai anggota. Konsumen yang sudah menjadi
anggota, selanjutnya dapat memesan produk. Setelah itu,
konsumen membayar produk yang dibeli menggunakan kartu kredit
atau melalui transfer bank. Pemilik toko online selanjutnya
mengirimkan produk tersebut ke konsumen.?°

Arti Online shipping adalah pengiriman suatu barang yang
dilakukan produsen kepada alamat konsumen, transaksi online
shipping mempermudah melakukan transaksi pembayaran yang
tidak lagi konvensional melainkan cukup dengan sistem transfer
antar bank. Tetapi ada pula beberapa situs-situs online yang masih
melakukan pembayaran yang konvensional yaitu dengan cara COD
(cash on delivery), yaitu dengan cara bertemu antara penjual
dengan pembeli. Data yang dirilis oleh Menkominfo menunjukkan
bahwa nilai transaksi online shipping pada E-commerce tahun 2013
mencapai Rp. 130 triliyun dengan angka pengguna internet 82 juta
orang. Sehingga dapat dipahami bahwa potensi E-commerce
sangat terbuka luas dengan yang membuat beberapa venture
capital menanamkan modalnya ke perusahaan E-commerce di
Indonesia. Besarnya potensi E-commerce diharapkan dapat
menciptakan teknoprenur dan mendorong UMKM sesuai dengan

karakteristik usahanya masing-masing.

% 3ari, C. A. (Juli 2015). loc, cit
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Dalam mengelola toko online dibutuhkan keahlian yang berupa
komunikasi yang terjalin antara pemilik toko dengan konsumen
tidak hanya melalui fasilitas telepon, namun juga melalui layanan
email atau chatting.?’

Toko online yang bisa dijadikan lahan bisnis sangat bermacam-
macam, jenis-jenis toko online dilihat dari fitur-fitur website yang
digunakan dapat digolongkan ke dalam tiga jenis :

a. Toko online regular online: Terdiri online regular terdiri dari fitur-
fitur sederhana, dimana toko online ini hanya berfungsi sebagai
tempat pemajangan produk, tidak dilengkapi dengan Ofitur alat
pembayaran. Kontak penjual dan pembeli melalui telepon atau
email, transaksi tidak tersambung ke bank atau kartu kredit dan
pengiriman dilakukan secara manual.

b. Toko online semi online: merupakan toko online yang sebagaian
fitur-fiturnya sudah lengkap, tidak ada kontak langsung antara
penjual dan pembeli karena toko online ini telah dilengkapi
dengan jawaban-jawaban yang dibutuhkan oleh pembeli.
Pembeli hanya melakukan pilihan. Fitur transaksi dan
pembayaran telah tersedia dan terhubung dengan akun bank

masing-masing penjual dan pembeli. Pengisian data pembeli

# 3ari, C. A. (Juli 2015). loc, cit
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dan alamat pengiriman barang atau produk langsung terhubung

dengan perusahaan delivery.

c. Toko Online Full Online : toko online full online adalah toko
online yang sudah sempurna. Semua kegiatan transaksi sudah
serba otomatis.

Pemilik toko online ini perlu memantau tidak perlu terlibat
langsung setiap waktu. Dengan demikian toko online ini benar-
benar telah menjadi mesin uang. Dengan kemajuan teknologi pada
zaman sekarang membuat keuntungan yang sangat besar pagi
pemilik toko online, yang membuat orang jauh lebih tertarik untuk
melakukan transaksi online shop karena dianggap lebih praktis dan
mudah. Adapun, kekurangan dari transaksi online adalah kurang
menjaminnya barang yang dipesan bisa sesuai dengan keinginan
kita dan kurangnya komunikasi antara produsen dan konsumen
yang menyebabkan kerugian berada dipihak konsumen.

Dalam Pasal 65 Ayat 2 disebutkan Setiap pelaku usaha dilarang
memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan
sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi
sebagaimana dimaksud pada Ayat 1.%

Kepercayaan konsumen sangat penting dalam melakukan

belanja online karena suatu toko akan dianggap berhasil jika

2 pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
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konsumen puas berbelanja di toko tersebut, maka dari itu, penting
bagi produsen untuk memberikan layanan yang terbaik dan
informasi yang lengkap kepada konsumen. Produsen harus
membuat konsumen percaya akan produk yang ditawarkan karena
masih banyak konsumen yang kurang percaya akan belanja online,
maka dari itu, kepercayaan dan kepuasan konsumen adalah hal
yang sangat penting dalam melakukan belanja online.

Kepuasaan konsumen juga sangat berperan penting dalam hal
seperti ini, karena apa bila konsumen merasa puas dalam
berbelanja ditoko online kita akan mendapatkan keuntungan yang
sangat pesat akibat pemasaran yang diciptakan oleh konsumen
atas kepuasaan berbelanja didalam toko online tersebut. Karena
kepuasaan konsumen
Instrumen Hukum Tentang Transaksi Online Shop

Kegiatan transaksi jual beli meskipun dilakukan secara online,
berdasarkan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik
dan Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem dan Transaksi
Elektronik. tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat
dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut
Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem dan
Transaksi Elektronik setidaknya harus memuat hal-hal sebagai

berikut:
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a. Data identitas para pihak

b. Objek dan spesifikasi

c. Persyaratan Transaksi Elektronik

d. Harga dan biaya

e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak

f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan
untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta
penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan
hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang terjadi dikasus
dapat menggunakan instrumen Undang-Undang Informasi
Teknologi dan Elektronik dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum
dalam menyelesaikan permasalahannya.

Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP
PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan
produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang
lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan
produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi
bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi
tentang penawaran kontrak atau iklan.

Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal

tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu
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kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim
apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat
tersembunyi. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila
ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan
toko online tersebut (sebagai bentuk penawaran), kita juga dapat
menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara
perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi atas transaksi jual beli
yang Anda lakukan dengan penjual.

Menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya tentang “Hukum
Perjanjian”, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat
berupa 4 macam kondisi yaitu :%

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan

c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukannya.

Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka
Anda secara perdata dapat menggugat penjual online dengan dalih

terjadi wanprestasi (misalnya, barang yang Anda terima tidak

8 Subekti, R, Prof, S.H., Hukum Perjanjian, Cetakan ke-VIIl, PT Intermasa, Jakarta,
2000, him. 50.

20



sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam tampilan

beranda suatu laman online).?*

C. Tinjauan Tentang Hak Ganti Rugi Konsumen
1. Pengertian Hak Ganti Rugi Konsumen

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi,
ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya.?® Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud
dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh
hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan
untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung
kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam
melaksanakannya.?® Kondisi konsumen yang banyak dirugikan,
memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga
hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Apa bila diperhatikan kondisi
konsumen di Indonesia dewasa ini, maka tampak bahwa posisi

konsumen masih sangat lemah dibanding dengan posisi produsen

24 Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t50bf69280b1ee/perlindungankonsumen
dala-e-commerce

* Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

%6 Sudikno Mertokusumo, 1968, Mengenal Hukum, suatu pengantar, Liberty, Yogyakarta,
him 40.
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Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting
dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen
dengan konsumen, sehingga perlu adanya prinsip-prinsip
perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat menjadi acuan
dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Demikian
pula, untuk memudahkan bagi produsen dan konsumen
mengetahui hak dan kewajibannya, maka dengan mengemukakan
berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan refleksi
dari prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di
Indonesia, diharapkan dapat membantu baik produsen maupun
konsumen dalam usaha menegakkan hak-hak konsumen.?’

Maka secara keseluruhan, pada dasarnya dikenal sepuluh
macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut :

a. Hak atas keamanan dan keselamatan;

b. Hak untuk memperoleh informasi;

c. Hak untuk memilih;

d. Hak untuk didengar;

e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;

f. Hak untuk memperoleh ganti rugi;

g. Hak untuk memperoleh Pendidikan konsumen;

h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

za Sari, C. A. (Juli 2015). loc, cit
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i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang
diberikannya;

j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut
Selanjutnya masing-masing hak tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut:

a. Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk
menjamin  keamanan dan keselamatan konsumen dalam
penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga
konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis)
apabila mengkonsumsi suatu produk.

b. Hak untuk memperoleh informasi ini sangat penting, karena tidak
memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini
dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu
yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi
tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar
dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran
yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi
tersebut, konsumen dapat memilih produk yang
diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian
akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi yang
merupakan hak konsumen tersebut di antaranya adalah

mengenai manfaat kegunaan produk; efek samping atas
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penggunaan produk; tanggal kadaluawarsa, serta identitas
produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat
disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang
dilakukan dengan mencamtumkan pada label yang melekat pada
kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan
oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media
elektronik informasi ini dapat memberikan dampak yang
signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam
memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap
produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi
perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian,
pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen
maupun produsen.

. Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan
kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai
dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar.
Berdasarkan hak wuntuk memilih ini konsumen berhak
memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk,
demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun
kuantitasnya jenis produk yang dipilihnya. Hak memilih yang
dimiliki oleh konsumen ini hanya ada jika ada alternatif pilihan

dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai
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secara monopoli oleh suatu produsen atau dengan kata lain
tidak ada pilihan lain (baik barang maupun jasa), maka dengan
sendirinya hak untuk memilih ini tidak akan berfungsi.

. Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak
dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari
kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal
yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi
yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai,
ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah di
alami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa
pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat
disampaikan baik secara perorangan, maupun secara kolektif,
baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh
suatu lembaga tertentu, misalnya melalui YLKI.

. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup hak ini merupakan hak
yang sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup.
dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak untuk
memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk
mempertahankan hidupnya (secara layak). Hak-hak ini terutama

yang berupa ha katas pangan, sandang, papan, serta hak-hak
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lainnya yang berupa hak untuk memperoleh Pendidikan,
kesehatan, dan lain-lain

. Hak untuk memperoleh ganti kerugian ini dimaksudkan untuk
memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang)
akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak
memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan
penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang
berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri
(sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan
hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu. Baik yang
diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang
diselesaikan melalui pengadilan.

. Hak untuk memperoleh Pendidikan konsumen ini dimaksudkan
agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan
yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat
penggunaan produk. Karena dengan Pendidikan konsumen
tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti
dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini
sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan. Hak untuk
memperoleh lingkungan bersih dan sehat serta hak untuk

memperoleh informasi tentang lingkungan ini diatur dalam Pasal
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5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan  Hidup, sebagai pengganti Undang-Undang
Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan menjamin
pemenuhan dan perlindungan ha katas lingkungan hidup

sebagai bagian dari hak asasi manusia.

i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang

diberikannya hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen
dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Karena
dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga
suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau
kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.
Penegakan hak konsumen ini didukung pula oleh ketentuan
dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, menentukan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang
dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atas

pelanggan pada dasar bersangkutan yang sama”
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Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat menentukan bahwa:

‘Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang
mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan
harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli
lain untuk barang dan atau jasa yang sama”

Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut
hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan
konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk,
dengan melalui jalur hukum. Sepuluh hak konsumen, yang
merupakan himpunan dari berbagai pendapat tersebut diatas
hampir semuanya sama dengan hak-hak konsumen yang
dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, sebagaimana dikutip sebelumnya. Hak-hak
konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen tersebut terdapat satu hak yang tidak
terdapat pada 10 (sepuluh) hak konsumen yang di uraikan
sebelumnya, yaitu “ hak untuk diperlakukan atau dilayani secara
benar dan jujur serta tidak deskriminatif, namun sebaliknya Pasal
4 Undang-Undang tidak mencantumkan secara khusus tentang

“hak untuk memperoleh kebutuhan hidup” dan “hak memperoleh
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lingkungan hidup yang bersih dan sehat”, tapi hak tersebut dapat
dimasukkan ke dalam hak yang disebutkan terakhir dalam Pasal
4 UUPK tersebut, yaitu “hak-hak yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya”. Sedangkan hak-hak
lainnya hanya perumusannya yang lebih dirinci, tapi pada
dasarnya sama dengan hak-hak yang telah disebutkan
sebelumnya.?®
Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang
telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam
tiga hak yang menjadi prinsip, dasar, yaitu :

a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari
kerugian, baik kerugian personal, maupun Kkerugian harta
kekayaan;

b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga
yang wajar; dan

c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap
permasalahan yang dihadapi;*

Hukum perlindungan konsumen membicarakan sejumlah hak
konsumen yang perlu mendapat perlindungan hukum. Hak-hak itu
adalah hak konsumen sebagai pribadi yang juga warga masyarakat

(burger, civil). Hak-hak konsumen itu adalah hak keperdataan yang

8 gari, C. A. (Juli 2015). loc, cit.
% 3ari, C. A. (Juli 2015). loc, cit
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dilindungi oleh perundang-undangan (hukum) perdata. Jika dilihat
dari lahirnya hak sebagai hak konsumen, sebagian di antaranya
adalah hak yang timbul karena adanya perjanjian atau kontrak,
yaitu transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu upaya
atau cara yang ditempuh konsumen untuk mendapatkan produk
kebutuhannya. Umumnya produk sampai ke tangan konsumen
melalui suatu peristiwa hukum yang disebut perjanjian (kontrak).
Perjanjian atau kontrak berada dalam lapangan hukum perdata.

Sebagai hak keperdataan, konsumen harus memperjuangkan
sendiri haknya melalui saluran-saluran hukum perdata dan institusi
hukum perdata yang disediakan oleh negara.

Mengingat posisi kedua belah pihak yang saling membutuhkan,
maka sebenarnya konsumen memiliki potensi untuk menempati
posisi yang seimbang dengan produsen, karena kemajuan usaha
produsen sangat tergantung pada konsumen. Apalagi jika
konsumen bersatu untuk mengangkat posisinya ke posisi yang
mampu bersaing atau bahkan mengungguli produsen’.

Masalah pemenuhan kewajiban konsumen dapat terlihat jika
peringatan yang disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidak
mengundang perhatian konsumen untuk membacanya, namun jika

produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk

% 3ari, C. A. (Juli 2015). loc, cit
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mengomunikasikan peringatan itu, yang menyebabkan konsumen
tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian
ganti kerugian pada konsumen yang telah dirugikan.®’
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan sebagai
bentuk usaha bersama antara konsumen, produsen, dan juga
pemerintah sebagai pembentuk peraturan Perundang-undangan
yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Asas-asas

perlindungan konsumen, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, antara lain adalah.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri;

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negative pemakaian barang
dan/atau jasa;

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,

menentukan, dan menuntuk hak-haknya sebagai konsumen;

*" Yodo, A. M. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen edisi revisi. Jakarta: Divisi Buku
Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada. him 49
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d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi;

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen®?

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini,
merupakan isi pembangunan nasional, sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen
yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam
pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan
konsumen.*

Mengamati azas dan tujuan yang terkandung di dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8
Tahun 1999) jelas bahwa Undang-Undang ini membawa misi yang
besar dan mulia dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Untuk mewujudkan tujuan perlindungan konsumen

sebagaimana diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

%2 Ppasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
% Sari, C. A. (Juli 2015). loc, cit.
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pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumen.**
3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan perlindungan yang
diberikan oleh hukum terhadap hak-hak konsumen karena
konsumen dianggap dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan
produsen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang
luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang
dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa
itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu,
dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada
konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa
yang telah disepakati atau melanggar ketentuan Undang-
Undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan
mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses
distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai
dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan
konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana
konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian

karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.

¥ Sari, C. A. (Juli 2015). loc, cit

33



b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen
syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk
persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak,
harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan
dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan
mengedarkan produknya.

Aspek yang pertama, mencakup persoalan barang atau jasa
yang dihasilkan dan diperdagangkan, dimasukkan dalam cakupan
tanggung jawab produk, yaitu tanggung jawab yang dibebankan
kepada produsen-pelaku usaha karena barang yang diserahkan
kepada konsumen itu mengandung cacat di dalamnya sehingga
menimbulkan  kerugian bagi konsumen, misalnya, karena
keracunan makanan, barang tidak dapat dipakai untuk tujuan yang
diinginkan karena kualitasnya rendah, barang tidak dapat bertahan
lama, karena cepat rusak, barang tidak sesuai dengan
penggunaan yang diinginkan, dan sebagainya.

Sedangkan yang kedua, mencakup cara konsumen
memperoleh barang dan atau jasa, yang dikelompokkan dalam
cakupan standar kontrak yang mempersoalkan syarat-syarat
perjanjian yang diberlakukan oleh produsen-pelaku usaha kepada
konsumen pada waktu konsumen hendak mendapatkan barang

atau jasa kebutuhannya.
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Umumnya produsen-pelaku usaha membuat atau menetapkan
syarat-syarat perjanjian secara sepihak tanpa memperhatikan
dengan sungguh-sungguh kepentingan konsumen sehingga bagi
konsumen tidak ada kemungkinan untuk mengubah syarat-syarat
itu guna mempertahankan kepentingannya. Dalam Pasal 1 angka
1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen disebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen”.

Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan
tentang tanggung jawab produsen-pelaku usaha atas kerugian
sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya. Dengan singkat
persoalan ini lazim disebut dengan tanggung jawab produk.
Tanggunggugat produk merupakan terjemahan bebas dalam
bahasa Indonesia yang secara popular sering disebut dengan
“product liabillity” adalah suatu konsepsi hukum yang intinya
dimaksudkan memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu
dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk
membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan
dalam proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab

produsen untuk memberikan ganti rugi.
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Aspek kedua dari perlindungan adalah persoalan tentang
pemakaian standar kontrak dalam hubungan antara produsen-
pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktik sering ditemukan cara
bahwa untuk mengikat suatu perjanjian tertentu, salah satu pihak
telah mempersiapkan sebuah konsep (draft) perjanjian yang akan
berlaku bagi para pihak. Konsep itu disusun sedemikian rupa
sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian, seperti
identitas dan tanggal waktu pembuatan perjanjian yang sengaja
dikosongkan sebelumnya. Sedangkan ketentuan-ketentuan
mengenai perjanjian (term of conditions) sudah tertulis (tercetak)
lengkap, yang pada dasarnya tidak dapat diubah lagi. Konsep
perjanjian seperti inilah yang disebut dengan standar kontrak
(perjanjian standar, perjanjian baku). Istilah ini menunjuk pada
syarat-syarat perjanjian yang sudah dibakukan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa aspek-aspek diatas menyatakan bahwa
perlindungan konsumen sangat penting untuk meliputi konsumen
dalam berbelanja barang atau jasa, dan untuk memenuhi hak-hak
konsumen sebagai pembeli serta melindungi konsumen dari akibat
kesalahan produk yang diciptakan dari produsen.

Perlindungan konsumen, menurut Setiawan mempunyai dua
aspek yang bermuara pada praktik perdagangan yang tidak jujur

(unfair trade practies) dan masalah keterikatan pada syarat-syarat
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umum dalam suatu perjanjian. Misalnya, penyerahan barang palsu
kepada konsumen, penipuan mengenai mutu atau kualitas produk,
dan sebagainya. Perlindungan pada aspek pertama mencakup
perlindungan terhadap timbulnya kerugian bagi konsumen karena
memakai atau mengonsumsi barang yang tidak sesuai dengan
yang diinginkan oleh konsumen.

Pada aspek kedua, mencakup perlindungan terhadap
diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil oleh produsen-
pelaku usaha kepada konsumen pada waktu mendapatkan barang
kebutuhannya, misalnya, mengenai harga, biaya-biaya untuk
menyelenggarakan perjanjian (kontrak), dan sebagainya, baik
sebagai akibat dari penggunaan standar kontrak maupun karena
perilaku curang dari produsen-pelaku usaha.

Sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah memberikan
informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan
perundang-undangan. Pendekatan ini dikaitkan dengan pasal-pasal
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian
normatif merupakan penelitian dengan meninjau permasalahan hukum

secara normatif.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah
suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip
hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi*°.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber utama penelitian yaitu hukum normatif adalah bahan
hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian hukum
normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan
yang bersifat normatif. Data penelitian yaitu, sumber-sumber penelitian
hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier (non hukum).
1. Bahan Hukum Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dan Dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

% Marzuki, P. M. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group.
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2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas
bahan hukum primer, yaitu kepustakaan berupa buku literatur yang
membahas mengenai perlindungan konsumen, makalah, jurnal
penelitian hukum dan lainnya yang berkaitan dengan masalah
penelitian.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang
bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder,
seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-
artikel dan laporan-laporan dari media massa (Surat kabar, jurnal

hukum, majalah dan sebagainya).

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier untuk memperoleh bahan hukum
yang relevan guna menjawab permasalahan yang ada yakni dalam
penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara library research meliputi studi dokumen dan studi
kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan
diteliti. Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang
bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan
informasi-informasi serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan
perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.Hal ini dimaksudkan
untuk memberikan dasar atau landasan yang bersifat teoritis dari

hukum perlindungan konsumen untuk kepentingan analisis.
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D. Metode Pendekatan

1.

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Penelitian normatif adalah selalu menggunakan pendekatan
perundangundangan, karena aspek yang akan diteliti adalah
berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral
dalam suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan
merupakan pendekatan dengan cara menganalisa peraturan
perundang-undangan yang telah ada yang berhubungan dengan
judul dari penelitian yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Perlindungan
Konsumen Yang Dirugikan Karena Ketidaksesuaian Produk Dalam

Transaksi Jual Beli Online

. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Merupakan pendekatan dengan cara dimana peneliti tidak
beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena
memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk isu hukum
yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual
peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan
dalam pandangan-pandangan pada sarjana hukum ataupun
doktrin-doktrin hukum, yakni doktrin-doktrin dan pandangan-

pandangan yang terkait
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E. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data merupakan pengelolaan data dari bahan-
bahan yang sudah terkumpul. Diharapkan dari pengelolaan bahan
tersebut dapat diperoleh bahan yang akurat dan konkrit dari objek
penelitian. Teknik yang digunakan adalah metode analisis preskriptif,
analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil
penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai
apa yang benar atau salah maupun seharusnya menurut hukum

terhadap fakta atau perisitiwa hukum dari hasil penelitian.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang
Dirugikan Karena Ketidaksesuaian Produk Dalam Transaksi Jual
Beli Online

Hadirnya transaksi online memberikan manfaat bagi pelaku
usaha dan konsumen di dalam kegiatan jual beli barang. Konsumen
dapat dengan mudah membeli barang yang diinginkannya sedangkan
pelaku usaha sangat diperlukan konsumen dalam pembelian barang
yang dijualnya karena transaksi online tidak melalui tatap muka secara
langsung. Akan tetapi dalam menjalankan bisnisnya, kadang kala
pelaku usaha memanfaatkan konsumen untuk mencari laba yang
sebesar-besarnya dengan tidak beritikad baik dalam memasarkan
barangnya. Disini, konsumen memiliki kondisi yang sangat lemah
dibandingkan pelaku usaha dikarenakan konsumen sedikit
mengetahui hak-haknya. Secara garis besar, dapat ditemukan
beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hak konsumen dala
transaksi online yaitu:

a. Konsumen tidak dapat melihat barang yang dipesan secara
langsung;

b. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan;
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C.

Tidak adanya jaminan keamanan transaksi. Salah satunya adalah
ditemukan permasalahan pelaku usaha menjual barang yang
memiliki cacat tersembunyi dimana barang tersebut rusak atau
tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam kegiatan jual beli penjual memiliki kewajiban untuk

menyerahkan barang dan menanggung barang. Kewajiban penjual

menanggung barang harus menjamin 2 (dua) hal yaitu penguasaan

barang yang dijual secara aman dan tentram, dan tidak ada cacat

tersembunyi pada barang tersebut sebagaimana diatur dalam pasal

1474 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Barang yang dapat dikatakan cacat apabila memenui kriteria

sebagai berikut:

a.

Cacat produk merupakan cacat yang tidak sesuai dengan harapan
konsumen dalam pembelian barang;

Cacat peringatan adalah cacat yang ditemukan pada suatu barang
yang tidak dilengkapi dengan peringatan untuk pengguaan tertentu
yang dapat membahayakan konsumennya;

Cacat desain adalah cacat yang terjadi pada saat suatu barang
dalam proses persiapan seperti pada saat mendesain dan
mengkontruksi. Cacat tersembunyi pada baang termasuk cacat
produk karena ketidaksesuaian produk dengan apa yang

diharapkan konsumen maka perlindungan hukum terhadap
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konsumen sangat dbutuhkaan masyarakat guna untuk menjamin

kepastian hukum.

Pada Pasal 1458 KUHPerdata tertulis :
“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dengan
pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

Terjadinya jual beli dalam e-commerce berarti adanya
persetujuan antara dua pihak atau lebih dengan mengikatkan diri yang
mana satu pihak menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain wajib
membayar harga sesuai yang dijanjikan. Persetujuan tersebut terlebih
dahulu wajib memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri dari :

a. Adanya Kesepakatan

Hal ini berpedoman pada Pasal 1321 KUHPerdata bahwa
perjanjian harus dibuat dengan kebebasan dalam berkontrak.
Perjanjian yang dibuat oleh pihak yang mengikatkan dirinya tidak
boleh memuat paksaan atau pemerasan (dwang), kekeliruan atau
salah pengertian (dwaling), dan penipuan (bedrog). Apabila terjadi,
maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang cacat dan
dapat dilakukan pembatalan.

b. Adanya Kecakapan Para Pihak
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Pihak Subyek yang melakukan perjanjian ialah orang cakap,
artinya mampu melakukan tindakan hukum. Pada umumnya ialah
orang dewasa yang telah berusia 21 tahun atau telah menikah dan
waras akal budinya. Tidak berada di bawah pengampuan.

a. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu ialah obyek dari perjanjian. Obyek harus
tertentu, sekurang-kurangnya jenis obyek harus jelas. Diharapkan
obyek terdiri dari barang yang diharapkan dimasa mendatang
(Pasal 1334 KUHPerdata) selama masih mengenai hal-hak
tertentu.

b. Suatu sebab yang halal

Artinya suatu perjanjian harus dibuat dengan didasarkan pada
kausa atau sebab yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Jika isi dan tujuan dalam perjanjian bertentangan maka dapat
dibatalkan.

Dalam jual beli suatu produk barang/jasa melalui e-commerce,
konsumen selalu mengingingkan adanya kepuasan terhadap produk
yang dibelinya. Sedangkan pelaku usaha cenderung ingin
memperoleh keuntungan ekonomis dari transaksi tersebut. Keinginan
kedua belah pihak akan mudah dicapai apabila keduanya

melaksanakan kewajiban secara benar dilandasi dengan itikad baik.
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Sebagaimana Pasal 1474 KUHPerdata mengatur hak dan kewajiban

penjual atau pelaku usaha serta hak dan kewajiban pembeli. Salah

satunya, yaitu kewajiban menyerahkan barang kepada pembeli dan
kewajiban menanggung (vrijwaring) dari cacat hukum dan cacat
tersembunyi.

Berdasarkan sudut pandang konsumen, terdapat beberapa hal
yang diinginkan oleh konsumen pada saat hendak membeli suatu
produk, antara lain:

1) diperolehnya informasi yang jelas mengenai produk yang akan
dibeli;

2) keyakinan bahwa produk yang dibeli tidak berbahaya baik bagi
kesehatan maupun keamanan jiwanya;

3) produk yang dibeli cocok sesuai dengan keinginannya, baik dari
segi kualitas, ukuran, harga, dan sebagainya;

4) konsumen mengetahui cara menggunakan;

5) jaminan produk yang dibelinya dapat berguna dan berfungsi
dengan baik;

6) jaminan apabila barang yang dibeli tidak sesuai atau tidak dapat
digunakan, konsumen memperoleh penggantian baik berupa
produk maupun uang.

Berdasarkan kerugian konsumen yang disebabkan oleh

kecacatan produk atas ketidaksesuaian produk yang diterima,
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konsumen berhak mendapatkan kompensasi berupa ganti rugi
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf h UUPK bahwa
konsumen berhak mendapatkan kompensasi yang dapat berupa ganti
rugi dan/atau penggantian barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dalam
hukum perlindungan konsumen, ganti rugi atas kerugian yang dialami
konsumen sebagai akibat barang yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian merupakan hak pokok konsumen karena hak atas ganti rugi
bersifat universal disamping hak pokok lainnya.

Ganti rugi tersebut merupakan sesuatu yang diberikan atau
diterima sebagai pengganti yang sama nilainya dengan sesuatu yang
telah diperjanjikan akibat kerugian, kehilangan atau cedera yang
diderita oleh pihak konsumen. Pada hakikatnya, ganti rugi atas
kerugian konsumen berfungsi untuk :

a. Pemulihan hak-hak yang telah dilanggar;
b. Pemulihan atas kerugian materiil maupun immaterial yang dialami;
c. Pemulihan pada keadaan semula;

Selain ganti rugi, konsumen dapat menggugat penjual secara
perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli
yang dilakukan. Sebagaimana dikuti oleh Hukum Online, menurut
Prof. R.Subekti, S.H. wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan

yang dapat berupa empat macam kondisi, diantaranya :
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a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan;

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukannya.

Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mengatur
secara khusus yang menekankan bahwa pelaku usaha wajib
memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan
barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau

terdapat cacat tersembunyi.

Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Di Tempuh Atas
Kerugian Yang Dialami Konsumen Dalam Melakukan Transaksi
Jual Beli Online

Kemajuan di bidang ilmu  pengetahuan, teknologi
telekomunikasi dan informatika turut mendukung perluasan ruang
gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas
wilayah suatu Negara. Kondisi demikian pada satu pihak sangat
bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan
barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat dipenuhi serta semakin

terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis barang dan/atau
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jasa sesuai dengan kemampuannya. Di lain pihak, kondisi dan
fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha
dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat menjadi
objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan, promosi, cara
penjualan, sera penerapan perjanjian-perjanjian standar yang
merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena kurangnya
pendidikan konsumen, dan rendahnya kesadaran akan hak-hak dan
kewajibannya.

Penyelesaiaan sengketa konsumen menurut UU No.8 Tahun
1999 dapat ditempuh melalui jalur litigasi ke pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum dan melalui jalur non litigasi diluar
pengadilan diantaranya dapat diajukan ke BPSK, dengan mediasi
termasuk salah satu alternatif penyelesaiaan sengketa konsumen
melalui BPSK.*®

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
konsumen (UPPK), yang mengatur tentang perlindungan terhadap
konsumen menegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan
konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan
kata lain UUPK secara tegas telah memberikan jaminan perlindungan

terhadap konsumen, jika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha.

% Bustamar. (2017). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen pada

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jurnal limiah Syari'ah, Volume 16,
Nomor 2, 187-189.
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Penyelesiaan sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku
usaha, dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan)
dan jalur nonlitigasi (tidak melalui pengadilan). Penyelesaiaan melalui
lembaga litigasi dianggap kurang efisien baik waktu, biaya, maupun
tenaga, sehingga penyelesiaan melalui lembaga non ligitasi banyak
dipilih oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dimaksud.
Meskipun demikian pengadilan juga tetap akan menjadi muara
terakhir bila ditingkat non ligitasi tidak menemui kesepakatan.

Sebagai lembaga berwenang menangani dan menyelesaikan
sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, BPSK dalam
kewenangannya dapat menempuh dengan cara mediasi, konsiliasi
atau arbitrase. UU perlindungan konsumen tidak mendefinisikan apa
itu mediasi, konsiliasi atau arbitrase dibidang perlindungan konsumen.
Hal ini kemudian dijelaskan lebih jauh dalam Keputusan Menperindag
No. 350 Tahub 2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK.

Dalam keputusan mentri tersebut, mediasi diartikan sebagai proses
penyelesaiaan sengketa konsumen di luar pengadilan dengan BPSK
sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para
pihak. Proses konsiliasi mirip dengan mediasi. Bedanya, dalam proses
konsiliasi, BPSK hanya mempertemukan para pihak yang bersengketa.

Sementara abitrase adalah proses penyelesaiaan sengketa konsumen
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di luar pengadilan yang dalam hal ini para phak yang bersengketa

menyerahkan sepenuhnya penyelesaiaan sengketa kepada BPSK.
Alur proses mediasi di BPSK diatur dalam pasal 30 Kemendag

350//IMPP/Kep/12/2001 sebagai berikut: “Majelis dalam menyelesaikan

sengketa konsumen dengan cara Medias, mempunyai tugas :

a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan;

b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;

c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang
bersengketa

d. Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang
bersengketa

e. Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaiaan
sengketa konsumen;

f. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
konsumen®’
Lebih lanjut dalam Pasal 31 Kemendag dinyatakan bagwa tata cara

penyelesiaan sengketa konsumen dengan cara mediasi adalah :

1. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaiaan sengketa

kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik

mengenai bentuk jumlah ganti rugi;

37

Ibid him. 190
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2. Majelis bertindak aktif sebagai Mediator dengan memberikan
nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam
menyelesaikan sengketa; Majelis menerima hasil musyawarah
konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan ketentuan®

Penyelesiaan permasalah transaksi online juga dapat melalui
musyawarah yang dimana dalam musyawarah tersebut konsumen
dapat meminta ganti rugi pada pelaku usaha dalam bentuk
pertanggungjawaban baik dalam bentuk uang maupun barang.
Apabila tidak ditemukan titik terang dalam musyawarah tersebut maka
dapat membuat gugatan atau pengaduan ke BPSK**

Penyelesaian sengketa jual beli online melalui jalur pengadilan
dinilai kurang efisien mengingat dibutuhkannya waktu lebih lama,
biaya dan tenaga sehingga besar masyarakat yang mengalami
kerugian akan memilih penyelesaian sengketa melalui jalur diluar
pengadilan. Meski demikian jika dalam penyelesaiaan tersebut tidak
kunjung menemukan titik terang dan kesepakan maka jalan satu-
satunya yaitu melalui jalur litigasi untuk mendapat suatu keadilan
Dalam BPSK terdapat 3 majelis hakim, diantaranya :

1. Unsur Pemerintah

2. Unsur Pelaku Usaha

38
39

40

Ibid.

Widyantari, N. P., & Wirasila, A. N. (2019). Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen
Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online. Journal limu
Hukum, him. 11.

Narayana, A. A. (2021). loc, cit
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3. Unsur Masyarakat ( YLKI, dll)

Alur persidangan dalam BPSK baik konvensional maupun
elektronik pada intinya sama saja atau pendaftaran dilakukanoleh
konsumen akhir atau ahli waris, kemudian dilakukan gelar perkara
apakah pengaduan laya k untuk disidangkan dan gelar perkara
ini tidak mengurangi jangka waktu selama 21 hari kerja. Kemudian
bagaimana kalau lebih dari 21 hari? Tidak ada aturan dalam UU
Perlindungan Konsumen. Kemudian ketika telah dilakukan gelar
perkara akan dilakukan penyelesaian apakah mediasi, konsiliasi, atau
arbitrase.

Cara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK adalah
terdiri dari:

1) Konsiliasi.

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di
luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan
para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan
kepada para pihak. Majelis dalam menyerahkan sengketa
konsumen dengan cara konsiliasi mempunyai tugas: memanggil
konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, memanggil saksi
dan saksi ahli bila diperlukan, menyediakan forum bagi konsumen
dan pelaku usaha, perihal peraturan perundang-undangan di

bidang perlindungan konsumen. Tata cara penyelesaian sengketa
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konsumen dengan cara konsiliasi adalah: a) Majelis menyerahkan
sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan
pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun
jumlah ganti rugi; b) Majelis bertindak sebagai konsiliator; c)
Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha
dan mengeluarkan keputusan;

Mediasi.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di
luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan
penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Dalam
persidangan dengan cara mediasi, majelis dalam menyelesaikan
sengketa dengan cara mediasi, mempunyai tugas: a) Memanggil
konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa; b) Memanggil
saksi dan saksi ahli bila diperlukan; c) Menyediakan forum bagi
konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa; d) Secara aktif
mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa; dan
e) Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian
sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan konsumen. Tata cara
penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi adalah: a)
Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa

konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai
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bentuk maupun jumlah ganti rugi; b) Majelis bertindak aktif sebagai
mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran dan upaya-
upaya lain dalam menyelesaikan sengketa; c) Majelis menerima
hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan
kekuatan;
Arbitrase.

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di
luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa
menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.
Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase,
para pihak memilih arbitrator dari anggota BPSK yang berasal dari
unsur pelaku usaha, unsur pemerintah dan konsumen sebagai
anggota majelis. Arbitrator yang dipilih oleh para pihak, kemudian
memilih arbitrator ke-tiga dari anggota BPSK yang berasal dari
unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Di dalam persidangan
wajib memberikan petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha
yang bersangkutan. Dengan izin ketua majelis, konsumen dan
pelaku usaha yang bersangkutan dapat mempelajari semua berkas
yang berkaitan dengan persidangan dan membuat kutipan
seperlunya

Maka dari itu, disini BPKN mungkin akan mengalami

pembaharuan terkait penyelesaian permohonan tadi. Putusan
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BPSK ada yang mengganjal karena pada umumnya final dan
mengikat, namun pada prakteknya dilemahkan oleh putusan
pengadilan yang menyatakan BPSK tidak berwenang dalam
mengadili perkara karena merupakan perkara keperdataan. Perlu
ditekankan dalam pertimbangan terkait dengan kewenangan
BPSK, bahwa BPSK tidak menitik beratkan pada sengketa
keperdataannya, namun terkait perliaku konsumen, maka dari itu
disini BPSK mempunyai kewenangan.

Pasal 41 ayat (1) Keputusan Mentri perindustrian dan
Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menentukan bahwa
putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen /BPSK
diberitahukan secara tertulis kepada alamat para pihak dalam
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan,
namun ternyata Pasal 13 ayat (1) Menperindag Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 menentukan lain, yaitu : pemberitahuan
putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK
dilakukan secara tertulis dan disampaikan ke alamat pelaku usaha
dengan bukti penerimaan atau pengiriman, selambat-lambatnya
dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak putusan ditetapkan.

Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan
Konsumen UUPK, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan

Badan Penyelesaian Sengket Konsumen (BPSK) itu dalam waktu
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paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dimaksud. Tidak
terdapat penjelesan kata menerima putusan disitu berarti
menyetujui atau sependapat dengan isi (diktum) putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Waktu 7 (tujuh) hari
kerja lebih terkait dengan pelaksanaan / eksekusi putusan secara
sukarelaa. Isi putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Kata
“final” menurut penjelasan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang
Perlindungan Konsumen (UUPK) bahwa tidak ada upaya hukum
banding atau kasasi atas putusan Majelis Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK).*'

1 Taufik, Y. (2014, Maret). Peran Penting Badan Penyelesaiaan Sengketa Konsumen
Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Konsumen. Jurnal Hukum.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan
karena ketidaksesuaian produk dalam transaksi jual beli online

Konsumen dalam hal ini harus diberikan berbagai
perlindungan khusus yang mana sangat rentan dengan berbagai
kemungkinan yang akan merugikan pihak konsumen itu sendiri dari
para pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam melakukan
transaksi jual-beli secara online.Transaksi secara online bagi pihak
para pelaku usaha maupun konsumen masing-masing harus
memiliki itikad baik dari awal.

Jika para pihak konsumen maupun para pelaku usaha dalam
melakukan transaksi jual beli terdapat permasalahan maka dapat
menggunakan sarana UUPK yang mana sebagai pedoman bagi
konsumen terutama untuk memperjuangkan hak-haknya untuk
melindungi kepentingannya. Tidak menutup kemungkinan bagi para

pelaku usaha jika mendapatkan pembeli yang tidak memiliki itikad

baik dapat menyelesaikan hal melalui proses yang serupa.
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2. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh atas kerugian

yang dialami konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online

Di Indonesia terdapat dua upaya hukum yang konsumen
dapat ditempuh jika mendapat kerugian dalam melakukan transaksi
online vyaitu dengan jalur pengadilan atau luar pengadilan
(konsultasi,negosiasi,mediasi,atau peniliaan para ahli) sesuai
kesepakatan masing-masing pihak

Dari penyelesaian sengketa konsumen tersebut, pelaku
usaha yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi administratif

maupun sanksi pidana.

B. Saran

1.

Bagi pelaku usaha diharapkan selalu memberikan pelayanan yang
terbaik bagi konsumen agar tidak ada salah satu pihak yang
merasa kecewa dan dirugikan serta pelaku usaha harus wajib
memberikan jaminan garansi purna jual sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, agar bekerja sama
dengan pemerintah untuk membuat aturan yang khusus mengenai
perlindungan konsumen beserta penyelesaiannya agar konsumen
tidak bingung apabila ia mengalami kerugian atas ketidaksesuaian
produk yang dibeli oleh konsumen dalam transaksi jual beli online.

selain itu BPSK juga harus bekerjasama dengan pihak e-commerce
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untuk melakukan pengawasan dan melakukan sosialisasi
perlindungan konsumen pada seluruh pelaku usaha e-commerce
baik lewat media, konfrensi, maupun sosialisasi berkala untuk
meminimalisir adanya kerugian yang lebih lanjut dan lebih besar

bagi konsumen e-commerce.
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